NOMOR 02

BERITA DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Buki dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluais dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4438);



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4418) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45786);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4583);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693):;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RK
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
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41.

42.
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Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001
Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);

Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 Nomor 01 Seri
D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2011.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1.

Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. lLain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja LLangsung :

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Rp
Rp
Rp

128.626.933.804,87

1.173.419.883.108,00

201.496.927.000,00

844.201.286.647,87
0,00
2.372.006.500,00
48.019.325.346,00
41.591.467.100,00
922.000.000,00
59.225.940.000,00
4.580.954.438,42

59.163.405.200,00
313.532.876.969,00
230.327.295.258,00

Rp

Rp

Rp
Rp

1.503.543.743.912,87

1.000.912.980.031,87

603.023.577.427,00
1.603.926.557.458,87

(100.392.813.546,00)



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan : Rp 114.038.931.194,00

b. Pengeluaran  Rp 13.646.117.648,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 100.392.813.546,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini. !

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. )



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 02.
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NOMOR URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 1 Penerimaan pembiayaan
3 1 1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 114.038.931.194.00
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0.00
3 1 3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0.00
3 1 4 Penerimaan pinjaman daerah 0.00
3 1 5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0.00
3 1 6 Penerimaan piutang daerah 0.00

LW W
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Jumlah penerimaan pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan

Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal (Investasi) daerah
Pembayaran pokok utang

Pemberian pinjaman daerah

Jumliah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

114.038.931.194.00

0.00
2.000.000.000.00
11.646.117.648.00
0.00

13.646.117.648.00

100.392.813.546.00

0.00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI CIANJUR,

Capitid.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH
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NOMOR URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 1 Penerimaan pembiayaan
3 1 1 Sisa leblh perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 114.038.931.194.00
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0.00
3 1 3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0.00
3 1 4 Penerimaan pinjaman daerah 0.00
3 1 5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0.00
3 1 6 Penerimaan piutang daerah 0.00
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Jumlah penerimaan pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan

Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal (Investasi) daerah
Pembayaran pokok utang

Pemberian pinjaman daerah

Jumlah pengeiuaran pembiayaan

Pembiayaan neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

114.038.931.194.00

0.00
2.000.000.000.00
11.646.117.648.00
0.00

13.646.117.648.00

100.392,813.545.00

0.00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI CIANJUR,

Capfttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH




KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
{Rp)

1 2 3 4
2.07(2.07.01/16} 16 | 5| 2| 2 Belanja barang dan jasa 234,750,000.00
207)1207.01]16] 16 | S| 2] 2|01 Belanja bahan Pakai Habis 1,755,000.00
207 120701 J16] 16 | 5]2[2]01]0t| Belanja Alat Tulis Kantor 1.450,000.00
20720701 [i6] 16 5[ 2 | 2 [01]04] Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya 105,000.00
207120701 {16| 16 [ 5[ 2| 2 ]01|09] Belanja Dokumentasi { cuci cetak fitm ) 200.000.00
2.0712.07.01|16] 16 [5[2] 202 Belanja Bahan / Material 86,010,000.00
207120700 [16) 16 [5] 2] 2|02|06]| Belanja Bahan Percontohan 85,010,000.00
207 [20701016) 16 | 5]2]|202]/07]| Belanja Bahan dan Perlengkapan 1,000,0:00.00
207(20701j16| 16 [ 5[ 2 {2 |03 Belanja Jasa Kantor 64,000,000.00
207120701 116] 16 [5)2]2]03[12] Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 64.000.000.00
2,07 (2.07.01]16| 16 | 5] 2| 2 [04 Belanja Premi Asuransi 4,000,000.00
207120701 |%6] 16 | 512 2§04]02] Belznja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4,000,000.00
2.07)20701|16| 16 | 5| 2| 2]06 Belanja cetak dan Penggandaan 885,000.00
207120701 [16) 16 | 5f2|2[06J02]| Belanja Penggandaan 885.000.00
2,07 [2.07.01|16] 16 | 5] 2] 2 |07 Belanja Sewa Gedung/Gudang/Parkir 1,000,000.00
2071207010 | 16| 16 5 ]2 | 2][07/03]| BelanjaSewa ruang rapat/Pertemuan 1.000,000.00
2.07|2.07.01[16] 16 (5| 2] 2 [11 Belanja Makanan dan Minuman _....7,200,000.00
207120701 | 16| 16 [ 52 |2 11]02]| Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,200,000.00
2.0712.07.01|16] 16 | 5] 2] 215 Belanja Perjalanan Dinas 69,900,000.00
20720701 ]16) 16 5] 212][15]01 Belanja Perjalarian Dinas Dalam Daerah 8,280,000 00
207120701 [16] 16 | 5,2 [2115[02]| Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 61,620,000 00
207/2.07.01[16| 16 | 5| 2| 3 Belanja modal 48,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan
207|2.07.0116) 16 | 5| 2|3 |09 Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ¢ 36,000,000.00 |
207120701 ]16) 16 [ 512 [3109]|01| Belanja Modal Pengadaan Alat-atat Pengolahan Industri 36,000,000 00
2,07 [2.07.01116| 16 | S| 2] 3 [12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 12,000,000.00
207120701 )116] 16 | 5) 2|3 [12]03]| Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 12,000,000.60

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI CIANJUR,

Capittd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



JUMLAH

KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
(Rp)

1 2 3 4
2,0712.07.01|16] 16 | 5{2]| 2 Belanja barang dan jasa 234,750,000.00
2.07|2.07.01|16]| 16 [ 5| 2| 2 (01 Belanja bahan Pakai Habis 1,755,000.00
2.07 [2.07.01 |16} 16 [ 5[ 2| 2]01[01]| Belanja Alat Tulis Kantor 1,450,000.00
2.07 12.07.01 | 16] 16 { 5] 2| 2]01[04| Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya 105,000.00
207120701 ]16] 16 [ 5] 2| 2{01[{09] Belanja Dokumentasi { cuci cetak film ) 200,000.00
2.072.07.01]16] 16 | 5| 2] 202 Belanja Bahan / Material 86,010-,000.00
207 120701116] 16 [ 5] 2] 2[02{06| Belanja Bahan Percontohan 85,010,000.00
2071207201 F16) 16 | 51 2] 2]|02]07| BelanjaBahan dan Perlengkapan 1,000,000.00
2.07[2.072.01|16] 16 | 5(2]2 (03 Belanja Jasa Kantor 64,000,000.00
207120701 16| 16 §5[2121]03]|12| Belanjalasa Tenaga Kerja Non Pegawai 64,000,000.00
2.072.07.01|16| 16 [ 5| 2 2 |04 Belanja Premi Asuransi I 4,000,000.00
207120701 ]16] 16 [5]2]2[04]02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4,000,000.00
2.07(2.07.01|16| 16 | 5[ 2| 2 |06 Belanja cetak dan Penggandaan 885,000.00
2072070116 16 | S| 22 ]|06[02] Belanja Penggandaan 885,000.00
2.0712.07.01116| 16 | 5| 2 [ 2 107 Belanja Sewa Gedung/Gudang/Parkir | 1,000,000.00
2071207011161 16 [ 5] 22 ]07[03| Belania Sewa ruang rapat/Pertemuan 1.000,000.00
2.0712.07.01}16] 16 | 5| 2] 2[11 Belanja Makanan dan Minuman 7,200,000.00
2.07§2070:i[16] 16 | 5]2]2[11]02] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000.00
2.07[(2.07.01{16| 36 [ S [ 2] 2 |15 Belanja Perjalanan Dinas 69,900,000.00
2.07 120701 )16] 16 [ 5] 2 [ 2 [15]|01( Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,280,000.00
20720701 |16F 16 | 5] 2| 2]15{02 Belanja Perjalanar Dinas luar Daerah 61,620,000.00
2.07(207,0tj16[ 16 | 5|2} 3 Belanja modal 48,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan
. .07, 16| 16 )
2.07|2.07.01 5 23109 Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ¢ 36,000,000.00 |
207120701 J1s] 16 | 5] 2] 3109|001 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Industri 36.000.000.00
2.07(2.07.01|26] 16 | 512 | 3 |12 Belanja Modal Pengadaan Komputer | - 12,000,000.00 |
20720700 [16] 16 [ 5} 2]3[12{03] Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 12.000.000.00

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 26 Januari 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

DfS. BACHRUDDIN AL

NIP : 19571231 198503 1 086

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI CIANJUR,

Capittd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH




